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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL
Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah merubah mekanisme pemerintahan baik nasional maupun dunia. Perubahan mekanisme ini terlihat melalui penerapan teknologi informasi (TI) untuk urusan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memfokuskan diri pada teknologi, khususnya pengembangan Electronik Government (e-Government) yang dapat memberikan pelayanan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. 
Konsep e-Government adalah penggunaan TI melalui internet yang bertujuan untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan. Pemerintah dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat apabila ditunjang dengan penggunaan TI untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. 
	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government adalah peraturan yang menangani masalah strategi pengembangan e-Government di lingkungan pemerintahan Indonesia. Inpres tersebut menjadi landasan hukum bagi instansi pemerintahan dalam menerapkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-Government.
	Inpres di atas berisi tentang aturan segala hal yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penerapan e-Government di Indonesia. Tujuannya adalah mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah serta dapat mengadopsi kemajuan TI secara cepat sehingga menjamin keamanan transaksi informasi, pelayanan publik dan pengembangan jaringan intra pemerintah. 
Electronic Government atau e-Government seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah. Tidak sedikit pemerintah daerah kini mulai menghadirkan diri secara online dengan harapan bisa berpartisipasi da;am ekonomi global atau sekedar menunjukan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia. Definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government. 
Pendefinisian E-Government secara lengkap dan mendetail supaya manfaat E-Government benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak yaitu penggunaan Information and communication technology (ICT) merupakan suatu upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, memudahkan pelayanan pemerintahan, memberikan akses publik untuk mengetahui informasi dan membuat pemerintah lebih berguna bagi masyarakat. Masyarakat merupakan obyek penting yang pada akhirnya akan merasakan manfaat e-Government, sehingga yang menilai berhasil atau tidaknya sebuah implementasi e-governmet adalah masyarakat.
Tahapan perkembangan implementasi e-Government di Indonesia dibagi menjadi empat (4) tahapan yaitu : Web Presence (publish website daerah internet), interaction (Website daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah), transaction (website daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan public dari pemerintah), dan transformation (website daerah usdah bertrasnformasi menjadi portal yang memiliki pelayanan G2G, G2B,G2C yang terintegrasi).
Secara umum implementasi e-Government di Indonesia saat ini dapat dikatakan berada pada tahap interaction, dimana pada tahap ini mulai terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyrakat yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi semacam internet dan fasilitas multimedia.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga teknis daerah yang berupaya menerapkan konsep e-Government melalui website www.bandungbaratkab.go.id. Suatu penerapan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya komputer dan internet.
Tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Government adalah untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai intitusi publik dan system antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, selain itu e-Government bertujuan mendukung good governance dan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Penggunaan teknologi yang mempermudah massyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Selain hal tersebut, dengan dibukannya akses informasi tersebut dapat memperluas partisipasi publik, dimana masyrakat dimungkinkan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka Peneliti sesuai dengan latar belakang masalah tersebut mengambil penelitian mengenai penerapan e-government dengan judul : “Penerapan E-Government Melalui www.bandungbaratkab.go.id Dalam Memberikan Informasi Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009”

1.2 Identifikasi masalah
Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana data infrastruktur penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009?
2. Bagaimana infrastruktur legal penerapan e-Government melalui  www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009?
3. Bagaimana infrastruktur institusional penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009?
4. Bagaimana infrastruktur manusia penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di kabupaten Bandung Barat tahun 2009?
5. Bagaimana infrastruktur teknologi penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di kabupaten Bandung Barat tahun 2009?
6. Bagaimana strategi pemikiran dan kepemimpinan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL
Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi berita di pemerintahan Bandung Barat berjalan dengan baik atau tidak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai penerapan e-Government adalah:
1. Untuk Mengetahui mengenai data infrastruktur penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009.
2. Untuk Mengetahui mengenai infrastruktur legal penerapan e-Government melalui  www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009.
3. Untuk Mengetahui mengenai infrastruktur institusional penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009.
4. Untuk Mengetahui mengenai infrastruktur manusia penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009.
5. Untuk Mengetahui mengenai infrastruktur teknologi penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009.
6. Untuk Mengetahui mengenai strategi pemikiran dan kepemimpinan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009.

1.4 Kegunaan Laporan KKL
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat berguna baik bagi peneliti sendiri, bagi pengembangan teori, dan juga bagi instansi terkait.
1. Bagi Peneliti, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti terutama untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerapan e-Government di Kabupaten Bandung khususnya di Kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten bandung barat dan dapat menggambarkan mengenai teori e-Government yang didapat pada perkuliahan dengan yang didapat di lapangan. Penelitian ini adalah syarat kelulusan bagi peneliti untuk menjadi sarjana ilmu pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom.
2. Bagi Teori, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan khususnya teori-teori dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang terkait dengan penerapan e-Government dalam  pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk melakukan pelayanan yang baik bagi masyarakat sebagai abdi masyarakat. 
3. Bagi Instansi, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukkan bagi di Kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mengembangkan penerapan e-Government untuk masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Pemikiran
Pemerintahan seiring dengan perkembangan dan kemajuan TI di era globalisasi telah mulai menerapkan TI pada kegiatan pemerintahan yang disebut e-Government. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasan harus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan pemerintah sebagai organisasi yang menjalankan kekuasaan seharusnya dapat menerapkan berbagai hal, termasuk penerapan e-Government untuk menyediakan layanan dalam bentuk elektronik. 
	Penerapan e-Government menginginkan adanya perubahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah. The World Bank Group memberi pengertian e-Government sebagai berikut :
	“ E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. E-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan” (dalam Indrajit 2002:3).

	E-Government berdasarkan pengertian tersebut adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Penggunaan TI ini memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga dapat menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya seperti pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis, pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan pegawai. 
	E-Government dalam penerapannya harus memperhatikan faktor-faktor penting untuk memperlancar dan mensukseskan penerapan e-government dalam suatu organisasi. Faktor-faktor penting tersebut berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, yaitu meliputi:
1. Data infrastruktur siap?
Kesiapan ini meliputi manajemen sistem,  dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan e-Government. Kemampuan mendokumentasi adalah bagian dari ISO 9000, dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
2. Sudah siapkah infrastruktur legal?
Adalah hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju e-Government.
3. Sudah siapkah infrastruktur institusional.
e-government hanya bisa maju jika institusi pemerintah secara sadar eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam membangun e-Government. Koordinasi yang baik perlu dilakukan, terutama antar organisasi pemerintah yang berkompeten.
4. Infrastruktur manusia siap?
Hal ini mencangkup sikap, pengetahuan dan skill, terutama di antara staf organisasi pemerintahan, yang diperlukan untuk mendukung implementasi dalam mendukung inisiatif e-Government. Sumber Daya Manusia yang handal dan budaya data sharing merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan.

5. Infrastuktur teknologi siap?
Inisiatif e-Goverment banyak bertumpu pada hal ini. Mengingat infrastruktur ICT pada beberapa negara berbeda-beda kondisinya, maka implementasi yang ada akhirnya harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur ICT yang tersedia. Diperlukan strategi-strategi dalam lebih memberdayakan infrastruktur ICT yang sudah ada. Kalau mungkin melakukan penambahan infrastruktur, diusahakan seefisien mungkin dan menggunakan skala prioritas yang ketat.
6. Strategi pemikiran dan kepemimpinan siap? 
Dibutuhkan pemimpin yang membawa visi e-Government dalam agendanya dan mempunyai strategi pemikiran untuk membuatnya menjadi kenyataan. Kepemimpinan bisa mengatasi banyak hambatan operasional. 
	(Indarajit, 2002:25).	
Faktor-faktor di atas, menjelaskan penerapan e-Government harus memenuhi berbagai hal seperti data infrastruktur yang memadai dan infrastruktur legal. Kemampuan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menerapkan teknologi informasi yang berbasis e-Government.  Hal tersebut dapat dijelaskan seperti penjelasan di bawah ini:
Pertama, data infrastruktur dalam penerapan e-Government. Ketersediaan data infrastruktur sangat penting untuk dipenuhi seperti adanya manajemen sistem yang mendukung penerapan e-Government, memiliki dokumentasi, adanya kualitas data serta keamanan data yang mendukung penerapan e-Government. Data infrastruktur merupakan sebuah dasar dalam penerapan e-Government karena jika data infratruktur tersebut tidak diperhatikan akan mempengaruhi penerapan e-Government. 
Data Infrastruktur berupa dokumentasi yang baik merupakan bagian dari the international organization for standardization (ISO) 9000. ISO 9000 adalah standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang sesuai sehingga efektif untuk pengelolaan sistem dokumentasi dengan prinsip manajemen mutu. Penerapan e-Government dapat dikatakan berhasil jika data infrastruktur tersebut diperhatikan dan dijalankan.
Kedua, dalam penerapan e-Government dibutuhkan infrastruktur legal dari lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar hukum, serta peraturan-peraturan dalam penerapan e-Government. Infrastruktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. Penerapan e-Government mempunyai dasar hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang berlaku.
Ketiga, penerapan e-Government harus ditunjang dengan infrastruktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional tersebut meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait. 
Penerapan e-Government memerlukan kesadaran aparatur yang tinggi dan harus diikuti dengan eksistensi pemerintah dalam melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional merupakan faktor penunjang bagi penerapan e-Government. 
Koordinasi antar instansi dalam memberikan informasi merupakan sebuah langkah yang baik dengan demikian kerjasama antar instansi akan semakin erat. Kerjasama antar instansi bila berjalan baik maka komunikasi pun akan mudah. Penerapan e-Government pun akan berhasil jika memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut. 
Keempat, penerapan e-Government juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia. Infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan e-Government tidak dapat tercapai dengan baik. Infrastruktur manusia memerlukan sikap aparatur dalam penerapan e-Government, aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan serta skill yang memadai, juga membudayakan berbagi informasi yang mendukung penerapan e-Government. Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting. e-Government tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya tidak diperhatikan. 
Hal ini akan dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam penerapan e-Government. Penerapan e-Government akan terhambat karena penempatan infrastruktur manusianya tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.
Kelima, dalam menunjang penerapan e-government hal lain yang harus diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi berbentuk Information Comunication Technologi (ICT) sebagai faktor penting dalam penerapan e-Government karena merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur teknologi tersebut meliputi jumlah komputer dan jaringan komputer yang memadai sehingga memberikan kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya.
Keenam, keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari seorang pemimpin. Strategi dari seorang pemimpin tersebut memegang peranan yang penting dalam penerapan e-Government. 
Strategi dari seorang pemimpin yang harus diperhatikan adalah seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, strategi yang berkualitas serta adanya kesadaran dari seorang pemimpin dan yang lebih penting adalah seorang pemimpin harus ditunjang dengan pengetahuan dan skill yang baik serta memiliki komitmen dalam penerapan e-Government tersebut. Penerapan e-Government yang dilakukan saat ini bertujuan agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.  
Penerapan e-Government oleh pemerintah diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pada setiap saat tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kantor perpustakaan dan arsip daerah bandung barat dakam menerapkan e-Government telah membuat suatu media untuk menginformasikan kegiatan masyrakat ataupun pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang ingin mengakses perkembangan ataupun ingin mendapatkan berita mengenai pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
www,bandungbarat.go.id adalah implementasi dari e-Government yang berbasis website/internet yang dirancang untuk menginformasikan mengeani kabupaten bandung barat  yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk lebih memahami tentang kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang diselengggarakan oleh kantor perpustakaan dan arsip daerah dengan memanfaatkan jaringan internet.
 Menurut Wahyono pengertian informasi dalam bukunya Sistem Informasi bahwa: 
“Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan” (Wahyono, 2004:3).

	Informasi menurut pengertian di atas adalah suatu hasil pengelolaan data menjadi bentuk yang berguna bagi yang menerimannya dan menggambarkan kejadian nyata sehingga dapat membantu seseorang mengambil keputusan. Kegunaan informasi yang lain adalah mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Nilai dari informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.
	McFadden mendefinisikan informasi sebagai sebuah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (dalam Kadir, 2002:31). Informasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. 
	Konsep yang akan disajikan dalam penelitian haruslah yang relevan dan berkedudukan sentral dalam penelitian  di lapangan, sehingga perlu dibuat dahulu definisi operasionalnya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, definisi operasional dalam penelitian ini adalah:
1. Penerapan e-Government adalah pemahaman yang diperoleh melalui penyelidikan dari sebuah tindakan / keputusan yang sebenarnya dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat sehingga menghasilkan informasi sedemikian rupa dan dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan dari sebuah hasil kerja pemerintahan yang berbasis elektronik di kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten bandung barat dalam pembuatan www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2. www.bandungbaratkab.go.id adalah program komputer yang berbasis web/internet yang dirancang untuk menginformasikan kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3. Penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. khususnya di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat harus memperhatikan faktor-faktor penerapan e-Government agar penerapan e-Government berjalan lancar dan sukses meliputi berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya. Penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dalam penelitian ini dilihat dari indikator-indikator penelitian, meliputi:
1. Ketersediaan data infrastruktur dalam penerapan e-Government melalui www.bandunngbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, meliputi :
a. Ketersediaan manajemen sistem yang mendukung dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
b. Adanya dokumentasi yang mendukung dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
c. Ketersediaan data yang berkualitas yang mendukung dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
d. 	Menjaga keamanan data yang diperoleh yang berhubungan dengan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
2.	Ketersediaan dasar hukum dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id  dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, meliputi:
a. 	Adanya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mendasari dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
b.	 Adanya Peraturan Daerah  yang mendasari dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
3. 	Koordinasi antar instansi dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, meliputi:
a. 	Adanya koordinasi antar instansi terkait dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
b. 	Kerjasama yang baik antar instansi dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
c. 	Adanya komunikasi yang baik antar instansi dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
4. 	Ketersediaan aparatur dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, meliputi:
a. 	Memiliki pengetahuan yang menunjang penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
b.	Memiliki skill yang mendukung penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
c.	Adanya budaya berbagi informasi mengenai penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
d. Memiliki jumlah aparatur yang memadai dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
5. 	Ketersediaan sarana teknologi dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, meliputi:
a. 	Adanya komputer yang memadai mengenai penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
b.	Adanya jaringan komputer dalam penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id.
6. 	Strategi pemikiran pemimpin dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat , meliputi:
a. 	Pemimpin yang memiliki visi yang jelas tentang penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
b.	Pemimpin yang mempunyai strategi yang jelas tentang penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
c.	Pemimpin yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
d.	Pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id. 
e.	Pemimpin yang memiliki skill yang cukup baik mengenai penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id. 
f.	Pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat mengenai penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id. 
	Berdasarkan pada teori, konsep, definisi operasional dan indikator-indikator di atas, penelitian membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:


Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran
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Keterangan	:		 
: Indikator penerapan e-goverment untuk memperlancar penerapan   e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id 
: Tujuan Penerapan E-goverment Melalui wwww.bandungbaratkab.go.id
1.6     	Metode Dalam Laporan KKL
1.6.1 	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Irawan Suhartono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya)menjelaskan bahwa:
“Metode penelitian deskriptif adalah metode untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soeharto, 2002:35).

Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi berita di pemerintahan kabupaten Bandung Barat . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena pada penelitian ini terdapatnya satu variabel yang bersifat mandiri. 
Berdasarkan metode yang digunakan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa gambaran dari jawaban informan. Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:
     	 “Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi” (Sugiyono, 2005:1).

	Definisi-definisi di atas menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian. Peneliti mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah:
a. Observasi non partisipan adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. 
b. Studi Pustaka adalah teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui penganalisaan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penerapan e-government. Sumber yang dimaksud adalah seperti yang tertulis dalam daftar pustaka dan sumber-sumber lain yang relevan seperti perundangan yang membahas masalah penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id adalah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.

1.7 Lokasi dan Waktu KKL
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten bandung barat khususnya di kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten bandung barat Jl. Raya Ciburuy No. 815 Padalarang - Bandung Barat 40553. Telp +62 0226805869. Website www.bandungbaratkab.go.id, E-email kpade@bandungbaratkab.go.id
Jadwal penelitian dimulai dari observasi lokasi penelitian sampai dengan penelitian berakhir. Jadwal tersebut dapat dilihat pada table 1.1 di bawah :

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian
	                            Waktu       
Kegiatan
	Tahun

	
	Mar
	Jun
	Jul
	Ags
	Sep
	Okt
	Nov

	Observasi lokasi Penelitian
	
	
	
	
	
	
	

	Pengajuan Judul Penelitian
	
	
	
	
	
	
	

	Pengajuan surat ke tempat Penelitian
	
	
	
	
	
	
	

	Pelaksanaan penelitian
	
	
	
	
	
	
	

	Pengumpulan data
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan Laporan
	
	
	
	
	
	
	

	Penyerahan laporan
	
	
	
	
	
	
	







